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				Halaman ini telah diuji baca
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal I

	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 319), diubah sebagai berikut :
	Ketentuan angka 2, angka 5, angka 10, angka 13, angka 17 dan angka 18 diubah serta angka 16 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut :



BAB I
 KETENTUAN UMUM


Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 1

	
	Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
	Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
	Bupati adalah Bupati Pinrang.
	Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
	Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
	Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
	Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah
dalam jangka waktu tertentu.
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun
2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III
Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
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